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ABSTRAK 
 
KURNIAWAN RESPATI SUDARSONO, E 1106145,ANALISIS KONSTRUKSI 
HUKUM PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN DAKWAAN 
TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENGANDUNG PERBARENGAN 
DAN IMPLIKASI YURIDISNYA (STUDI KASUS NOMOR 
22/Pid.B/2009/PN.TL DI PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK), Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dakwaan Penuntut Umum 
dalam menyusun konstruksi hukum perbuatan perbarengan dalam tindak pidana dan 
implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut Umum bagi penjatuhan 
vonis. 
 
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai 
berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan studi kasus, 
metode penelitian kualitatif, teknik analisis data dengan metode deduksi, 
pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum sekunder (buku-
buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para 
sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), bahan hukum tersier (kamus dan 
internet), dan sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang berupa 
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bentuk dakwaan yang 
dituntut Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan 
subsidair yang diajukan penuntut umum dilakukan secara berurut dengan dimulai 
pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada 
dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang 
dipandang terbukti. Implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut 
Umum bagi penjatuhan vonis yakni tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal 
demikian dikarenakan Putusan Hakim 9 bulan sementara tuntutan oleh Penuntut 
Umum 1 tahun 1 bulan. Sehingga tidak sesuai dengan ancaman hukuman tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun. 
 
 
Kata kunci : bentuk dakwaan, penuntut umum, perbuatan perbarengan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan secara 
tegas bahwa begara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan 
tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan 
bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan jaminan kepastian hukum 
yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Penjelasan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004). 
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981. Undang-undang ini 
disambut oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia  dengan perasaan penuh suka 
cita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum 
berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa 
setelah membaca perumusan pasal-pasal dalam KUHAP, warga masyarakat yang 
mencari keadilan mengetahui bahwa secara tersirat maupun tersurat KUHAP telah 
mengatur tentang pemberian  perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 
yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan Hukum 
Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara 
yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya 
menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai 
prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya 
menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai 
prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya 
menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (Kuffal, 2003 : 1).    
Penuntut Umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara 
penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan 
apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 
ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan 
perkara pidana ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa 
tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum. 
Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut 
umum menurut ketentuan undang-undang ini, melaksanakan penetapan hakim (Pasal 
14 KUHAP). Mencermati kasus tersebut ada hal yang penting berkaitan dengan 
kewenangan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dalam 
perkara tersebut merupakan surat dakwaan yang bentuk dakwaannya subsider guna 
menjerat tindak pidana yang diancamkan dengan pidana terberat ditempatkan pada 
urutan teraras, kemudian baru disusul dengan lapisan-lapisan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana yang lebih ringan.  
Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang 
pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang 
ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus 
dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana 
yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau concursus yang 
terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana. Terutama dalam kasus-kasus 
yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung concursus idealis 
maupun concursus realis, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan 
pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang 
membuat perumusan surat dakwaan. Sebab dalam kasus peristiwa pidana yang 
mengandung perbarengan seperti perbarengan dalam perbuatan atau concursus realis 
yang ancaman hukuman pokoknya sejenis yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. 
Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk 
surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem 
penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. 
Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana 
concursus, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam 
menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa (Yahya Harahap, 
2000 : 385). 
Mencermati perkara Nomor  22/Pid.B/2009/PN.TL dengan terdakwa 
Yuswandi bin Tambir yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan berulang kali dan 
terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Jo. Pasal 65 ayat (1) 
KUHP. Terdakwa Yuswandi bin Tambir bersama-sama dengan Bambang  Nuroso 
(dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan 
pasti pada bulan Januari 2007 sekitar jam 21.30 Wib dan jam 24.30 Wib melakukan 
tindak pidana pencurian bertempat di gudang selip milik saksi H.Asrofi yang terletak 
di RT 16 RW 08 Ds.Sukorame Kec.Gandusari dan ditempat  gudang selip milik saksi 
Muhammad Amiludin dengan alamat RT.06 RW.02 Ds. Karanganyar, Kec. 
Gandusari, Kab.Trenggalek yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Trenggalek. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka 
perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya.  
Perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL dengan terdakwa Yuswandi bin Tambir 
di atas, saudara terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk 
dakwaan subsidaritas,  yakni  primer  melanggar Pasal 363 ayat (2)  Jo. Pasal 65 ayat 
(1)  KUHP, Subsider  Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Lebih 
Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pembuktian dakwaan 
subsider dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti. 
Dalam kasus tersebut pada dakwaan primer tidak terbukti karena terdapat salah satu 
unsur dari tindak pidana yang tidak terpenuhi. Perbuatan terdakwa telah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsider, sehingga terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5  Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Karena yang 
terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan subsider maka Majelis Hakim 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  dengan pidana penjara selama 11 bulan. 
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konstruksi hukum pada bentuk dakwaan 
subsidaritas ini mengungkap aspek perbarengan yang dilakukan pelaku? 
Berdasarkan pertanyaan dan paparan  yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan perbarengan ini dan menyusunnya ke 
dalam penulisan hukum dengan judul  “ANALISIS BENTUK DAKWAAN 
PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN KONSTRUKSI HUKUM 
PERBUATAN PERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA (STUDI KASUS 
NOMOR 22/Pid.B/2009/PN.TL DI PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK)”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian 
mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah. Adapun 
hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana bentuk dakwaan Penuntut Umum perkara Nomor 
22/Pid.B/2009/PN.TL dalam menentukan konstruksi hukum perbuatan 
perbarengan dalam tindak pidana? 
2. Bagaimana implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut Umum 
bagi penjatuhan vonis dalam perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL? 
 
 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian harus  mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai 
penulis melalui penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui bentuk dakwaan Penunutut Umum dalam menentukan 
konstruksi hukum perbuatan perbarengan dalam tindak pidana. 
b. Untuk mengetahui  implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun 
Penuntut Umum bagi penjatuhan vonis.  
2. Tujuan Subyektif 
a.    Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis, 
khususnya dalam bidang hukum acara pidana. 
b. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan    untuk 
menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
 
D.  Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang 
dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitan ini 
adalah sebagai berikut : 
1.  Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas 
pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum pada umunya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang 
berhubungan dengan bentuk  dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
b.  Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai bentuk 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun konstruksi hukum perbuatan 
perbarengan dalam tindak pidana dan permasalahan yang ditimbulkan 
karenanya. 
c. Bermanfaat sebagai bahan informasi juga untuk menambah pembendaharaan 
literatur atau bahan informasi ilmiah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.  
b. Guna mengembangkan penalaran dan  membentuk pola pikir kritis, sekaligus 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
c. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang 
berminat pada masalah yang sama. 
 
E.  Metode Penelitian 
H.J. van Eikema Hommers sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki 
menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Apa yang 
dikemukakan mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode 
untuk semua bidang (H.J. van Eikema Hommers dalam Peter Mahmud Marzuki, 2007 
: 11). 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian sebagai berikut : 
1.    Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35). 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal karena keilmuan hukum 
bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33). 
 
 2.    Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum 
doktrinal di mana keilmuan hukumya bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang 
bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma 
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22). 
3.   Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 
(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 93). Dari kelima pendekatan tersebut, 
pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum yang penulis gunakan adalah 
pendekatan kasus (case approach).  
4.   Sumber Penelitian Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian hukum ini 
menggunakan bahan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek 
Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. 
b. Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan. Peneliti menggunakan buku-
buku teks, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). 
 
5.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan- bahan hukum yang 
relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Peneliti menggunakan teknik studi 
pustaka dengan mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang 
dihadapi yakni Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 
22/Pid.B/2009/PN.TL. merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang 
memberatkan yang dilakukan berulang kali. Peneliti juga mendokumentasikan 
bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
6.    Teknik Analisis  
Penelitian ini mempergunakan teknis analisis data dengan metode deduksi. 
Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode 
deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis 
minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion 
(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).   
 
F.   Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penulisan hukum yang 
disusun, maka penulis menguraikan dalam suatu sistematika penulisan hukum. 
Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :  
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian 
yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 
hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi 
penelitian ini secara garis besar. 
 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. 
Kerangka teori meliputi tinjauan tentang surat dakwaan, tinjauan tentang 
penuntut umum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang perbuatan 
perbarengan. 
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini penulis akan  menyajikan tentang hasil penelitian beserta 
pembahasan yang meliputi :  
a. Bentuk dakwaan Penuntut Umum perkara Nomor 
22/Pid.B/2009/PN.TL dalam menentukan konstruksi hukum perbuatan 
perbarengan dalam tindak pidana. 
b. Implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut Umum 
bagi penjatuhan vonis dalam perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL. 
BAB IV   PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dan saran yang berdasarkan pembahasan dan 
jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik 
langsung maupun tidak langsung. 
LAMPIRAN 
Berisi instrumen-instrumen penelitian. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Kerangka Teori 
1.  Tinjauan Tentang Surat Dakwaan 
a.   Pengertian Surat Dakwaan 
Periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau acte van 
beschuldiging. Seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP, 
diberi nama surat dakwaan. Atau di masa yang lalu surat dakwaan lazim 
disebut acte van verwijzing, dalam istilah hukum Inggris disebut imputation 
atau indictment (Yahya Harahap, 2000 : 375). 
         Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat 
oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat 
dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika 
dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim 
ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa 
atau penasihat hukum tersangka (Kuswindiarti.2009.”Pola Pembelaan Dalam 
Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan 
di Pengadilan”. JURNAL MANAJERIAL.Vol. 5, No. 2.).  
Pengertian surat dakwaan yang diberikan oleh Abdul Karim Nasution 
adalah bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu 
rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat 
disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar 
bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, 
terdakwa dapat dijatuhi hukuman (Martiman P, 2002 : 31). 
Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari 
hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi 
hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Yahya Harahap, 2000 : 
376). 
b.   Fungsi Surat Dakwaan 
Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan 
penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil 
pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak 
benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa 
menuntut terdakwa (Yahya Harahap, 2000 : 376).  
Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat 
ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang 
telah dilakukan  itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa 
dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu 
saat dan  tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan–keadaan sewaktu 
melakukan tindak pidana. Menyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus 
delictie) serta keadaan menunjukkan kepada dakwaan terhadap peritiwa-
peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasikan dan 
diindividualisasi. Jadi, contoh perbuatan mencuri, atau penipuan yang konkrit. 
Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan 
titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan 
dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang 
dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (Yahya Harahap, 2000 : 378). 
Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan 
perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan : 
1) Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan 
sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan 
dalam penjatuhan keputusan; 
2) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian atau 
analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum; 
3) Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar 
untuk mempersiapkan pembelaan (http: peraturan kejaksaan : pembuatan-
surat-dakwaan.html, diakses pada tanggal 28 April 2010 pukul 11.53 
WIB). 
c.   Prinsip Surat Dakwaan 
Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin 
dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang sebagai aparat 
penuntut umum, penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP). Dalam 
posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan 
wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur 
tangan instansi lain. Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna 
(volwaardig) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan 
Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, kedudukan 
penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan. 
1) Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri 
atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum. 
2) Surat Dakwaan adalah dasar pertimbangan hakim. 
Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan 
pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam 
memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan. 
3) Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan 
dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di 
muka sidang pengadilan. 
Prinsip umum ini ada pengecualian, pada pemeriksaan acara ringan dan 
acara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 205 ayat (2) dan Pasal 212 
KUHAP ). Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara 
pemeriksan pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik atas kuasa penuntut 
umum menhadirkan dan mendakwa terdakwa kepada hakim dalam sidang 
pengadilan (Yahya Harahap, 2000:380).  
d.   Persyaratan Surat Dakwaan 
Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. KUHAP menetapkan syarat-
syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat 
formal dan syarat materiil. 
Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan syarat formal meliputi : 
1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan dari penuntut 
umum pembuat surat dakwaan. 
2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang 
meliputi nama lengkap, tempat lahir, umumr/tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. 
Selain syarat formal, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat 
uraian secara cermat, jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebutkan locus delictie dan tempus delictie, syarat ini disebut 
syarat materiil. 
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan syarat materiil sebagai 
berikut: 
1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan. 
2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictie dan 
locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan.  
Uraian secara cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam 
mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang 
berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang 
dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat 
dibuktikan. 
Jelas yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik 
yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil 
(fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. 
Lengkap diartikan bahwa surat dakwaan itu memuat semua unsur atau 
elemen dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur itu dilukiskan dan 
diuraikan di dalam uraian fakta/kejadian yang dituangkan dalam surat 
dakwaan (delik omschrijving) (Bambang Waluyo, 2000:66). 
e.  Bentuk Surat Dakwaan 
Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di 
sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil 
yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Kadang dalam peristiwa pidana 
tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk 
rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi 
dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau concursus yang terkandung 
di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama 
dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang 
mengandung concursus idealis maupun concursus realis, benar-benar 
diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum 
pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan. 
Sebab dalam kasus-kasus peristiwa pidana yang mengandung samenloop atau 
perbarengan seperti : 
1) Dalam aturan concursus idealis yang diatur dalam Pasal 63 KUHP. 
2) Perbarengan dalam perbuatan atau concursus realis: 
a) Sejenis ancaman hukum pokoknya seperti yang diatur dalam Pasal 65 
KUHP. 
b) Tidak sejenis ancaman hukuman pokoknya seperti yang diatur dalam 
Pasal 66 KUHP. 
c) Perbarengan perbuatan antara pelanggaran dengan kejahatan atau 
antara pelanggaran dengan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 70 
KUHP. 
3) Tindak pidana yang dilakukan berlanjut atau voorgette handeling yang 
diatur dalam Pasal 64 KUHP. 
Peristiwa pidana yang tersebut di atas diperlukan kecermatan menyusun 
rumusan dan bentuk surat dakwaan. Perlunya kecermatan dan keterampilan 
teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam kasus peristiwa 
pidana dimaksud, sehubungan dengan kaitannya dengan sistem penjatuhan 
hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. 
Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak 
pidana samenloop atau concursus, bisa mengakibatkan penerapan hukum 
yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak 
dikenakan kepada terdakwa (Yahya Harahap, 2000 : 385). 
Bentuk-bentuk Surat Dakwaan antara lain: 
1)  Surat Dakwaan Tunggal 
 Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat 
dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan 
tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung 
faktor penyertaan (mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor 
alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana 
yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat 
dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.  
Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam 
bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas 
memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP (Yahya Harahap, 2000 : 399). 
 
 
2)  Surat Dakwaan Alternatif 
Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu 
dengan yang lain saling mengecualikan, atau one that subtitutes for 
another. 
Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat 
alternatif. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat 
perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan 
salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Bersifat dan 
berbentuk alternative accusation atau alternative tenlastelegging dengan 
cara pemeriksaan: Memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, 
kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim 
memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti 
dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. 
Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif: 
a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari 
pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) 
b) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat 
(Yahya Harahap, 2000 : 401). 
3)  Surat Dakwaan Subsidair (Subsidiary) 
Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari 
dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan 
(berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai 
kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. 
Bentuk dakwaan ini juga diartikan sebagai dakwaan “pengganti” 
atau dalam peristilahan Inggris disebut with the alternative of. Artinya 
dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan 
primair (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling 
bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai 
pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk 
perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada ururtan pertama 
sebagai dakwaan primair. Disusul kemudian dengan dakwaan tindak 
pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan subsidair, dan di 
bawah urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer 
dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya 
berupa dakwaan “subsidair lagi”, “lebih subsidair lagi”, dan “lebih-lebih 
subsidair lagi”. 
Ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, 
apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi: 
a) Menimbulkan suatu akibat, 
b) Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan 
beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara 
melakukan tindak pidana tersebut (Yahya Harahap, 2000 : 404). 
Kira-kira demikian ciri dan pedoman yang dapat dipergunakan 
menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, yakni dari fakta akibat yang 
ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh 
beberapa ketentuan pasal pidana. Akan tetapi jaksa penuntut umum ragu, 
dan tidak berani menetukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena 
terhadap satu pasal pidana tertantu. Berdasar keraguan itu, jaksa penuntut 
umum tidak mau mengambil risiko yang memungkinkan terdakwa tidak 
terbukti kesalahannya jika hanya bertumpu atas satu dakwaan saja. Oleh 
karena itu, jaksa mengambil sikap untuk menerapkan dakwaan yang 
berbentuk subsidair dengan perhitungan, apabila di persidangan 
pengadilan jaksa tidak mampu membuktikan dakwaan utama, telah 
mempersiapkan dakwaan pengganti (subsidair) sebagai pengganti 
dakwaan utama (primair). Jika dakwaan subsidair gagal dibuktikan, telah 
menyediakan dakwaan penggantinya berupa dakwaan “subsidair lagi” atau 
“lebih subsidair lagi” dan seterusnya. Seolah-olah jaksa penuntut umum 
memasang jerat mulai dari jerat yang kasar sampai yang sehalus-halusnya, 
dengan perhitungan bahwa salah satu jerat yang dipasang akan mengena. 
Bentuk dakwaan subsidair yamg menempatkan dakwaan subsidair 
menggantikan dakwaan primair seandainya penuntut umum tidak mampu 
membuktikan dakwaan primair. Demikian seterusnya sampai dakwaan 
terakhir, dengan prosedur sebagai berkut : 
a) Pemeriksaan sidang pengadilan memulainya dari dakwaan utama atau 
dakwaan primair. 
b) Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan di pengadilan, 
pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidai serta 
dakwaan dakwaan urutan berikutnya, berarti apabila dakwaan primair 
sudah terbukti : pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa menggubris 
dakwaan berikutnya, dan putusan hukuman dijatuhkan berdasar 
ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair. 
c) Apabila dakwaan primair tidak terbukti :  
(1) Pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar 
prioritas mulai dari dakwaan subsidair. 
(2) Kalau dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat 
dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selebihnya. 
(3) Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam 
dakwaan subsidair. 
d)  Demikian seterusnya, pemeriksaan dakwaan dilakukan menurut skala 
prioritas dari yang utama (yang terberat) samapai berjejer kepada 
dakwaan yang teringan. Sampai akhirnya ditemukan pembuktian 
terhadap salah satu dakwaan (Yanya Harahap, 2002 : 403). 
4)   Surat Dakwaan Kumulasi 
Bentuk surat dakwaan kumulasi juga disebut dakwaan yang 
berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian 
dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran.  Atau juga 
diartikan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. 
Berarti pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang 
pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa 
dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini 
dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut 
penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. 
Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 
KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau 
tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwanya. Sedang dalam 
Pasal 142 KUHAP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan 
atau splitsing berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa 
orang, dapat didakwa secara terpisah. 
Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan 
dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu 
yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara 
dalam hal: 
a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama 
dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap 
penggabungan. 
b) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain. 
c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan 
yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada 
hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi 
kepentingan pemeriksaan. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan 
penjelasan Pasal 141 KUHAP, adanya wewenang penuntut umum untuk 
mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara 
tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi 
dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas 
secara menyeluruh, apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan 
ketentuan perbarengan atau concursus (samenloop) yang diatur dalam 
Pasal-Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHP (Yahya Harahap, 2000 : 
405). 
 
2.  Tinjauan Penuntut Umum 
a.   Pengertian Penuntut Umum 
Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang 
disebut Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 
Sesuai dengan tugasnya sebagai Penuntut Umum maka ia juga berkewajiban 
membuat surat penuntutan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Pasal 1 ayat (3)  yang disebut penuntutan adalah tindakan penuntut umum 
untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 
Asas-asas pokok dalam penuntutan yakni : 
1) Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut 
seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu 
tindak pidana yang dapat dihukum. 
2) Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang 
yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan 
pelanggaran hukum. 
Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang 
didakwakan telah melakukan tindak pidana. Sedangkan asas oportunitas, 
penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak 
pidana jika menurut pertimbangannya jika orang tersebut dituntut akan 
merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang 
melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut. Penerapan asas oportunitas di 
negara kita berdasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan 
kepentingan pribadi. 
Penuntut Umum berkewajiban mencari keadilan : 
Prosecutors are blessed and cursed with extensive discretion. They de-
cide whether and who to prosecute. They can recommend a harsh or a 
le-nient sentence. And when exculpatory evidence surfaces following a 
defendant's conviction, a prosecutor decides whether to continue to 
prose-cute or drop the case. Because of the importance of criminal 
prosecutions and the broad discretion prosecutors hold in pursuing them, 
prosecutors within an office sometimes disagree. When a prosecutor's 
view of a case differs from her boss's perspective, both lawyers must 
decide what ¯justice. requires. A prosecutor is duty bound to ¯seek 
justice,. not just win a con-viction. (Melanie D. Wilson.2008.”Finding A 
Happy and Ethical Medium Between A Prosecutor Who Believes the 
Defendant didn’t do it and the Boss Who Says that He did”.  
Northwestern University School of Law, Vol. 103.) 
b.   Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum 
Penuntut umum mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat penting 
dalam suatu perkara pidana, mulai perkara diungkap sampai akhir 
pemeriksaan selesai dan demi kepentingan hukum pihak-pihak yang 
bersangkutan. Di mana tugas dan kewenangannya adalah sebagai berikut: 
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu. 
2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, 
dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik. 
3) Membuat surat dakwaan. 
4) Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. 
5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari 
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan. 
6) Melakukan penuntutan. 
7) Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain 
dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut 
ketentuan undang-undang ini. 
8) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP). 
Kewenangan  Penuntut Umum harus sesuai Peraturan Perundang-
undangan : 
The constitutionally limited role of the prosecutor is to “take care that 
the laws be faithfully executed” – that is, to enforce the policies laid 
down in laws enacted by the legislature. Whether this was ever true, it is 
certainly not the case today that prosecutors are merely enforcing pre-
established rules. Armed with expansive criminal codes and broadly 
worded statutes, plus the ability to threaten harsh and mandatory 
sentences, prosecutors have so much leverage in negotiations with 
defendants that they have, for all practical purposes, taken on the role of 
adjudicator as well. The prosecutor alone decides a defendant’s liability 
and sentence. (Rachel E. Barkow.2009. “The Prosecutor as Regulatory 
Agency”. Public Law and Legal Theory Reseach Journal Series. Vol. 
40, No. 9.) 
 
3.   Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
a.   Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu stafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS 
Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaar feit itu. Karena 
itu para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu. Tetapi 
sampai kini belum ada keseragaman pendapat. 
Istilah stafbaar feit atau kadang disebut sebagai delict (delik) 
diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah Moeljatno 
dan Roeslan Saleh cenderung menterjemahkan dengan istilah perbuatan 
pidana, Tresna, E. Utrect menterjemahkan dengan istilah peristiwa pidana 
sedangkan Soedarto dan berbagai Undang-Undang Hukum Pidana Khusus 
menggunakan istilah tindak pidana (Aloysius Wisnubroto, 2009:1). 
Pengertian tindak pidana oleh beberapa ahli: 
1) Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut. 
2) R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu 
perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan 
Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2005 : 
75). 
b.   Unsur-unsur Tindak Pidana 
Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang 
pada dasarnya dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif 
dan unsur-unsur obyektif. 
Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat seperti 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad , misalnya terdapat 
di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 
5) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak 
pidana pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan 
dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 
2) Kualitas dari si pelaku. 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu sebagai kenyataan (Lamintang, 1997 : 194). 
 
4.   Tinjauan Tentang Perbuatan Perbarengan 
a.   Pengertian Perbarengan Tindak Pidana 
Pengertian Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh 
satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi 
pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya 
belum dibatasi oleh suatu putusan hakim (Adami Chazawi, 2002 : 109).  
Perbarengan dimuat ketentuan umumnya yakni dalam Bab VI (Pasal 63-
71) KUHAP. Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu 
ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan 
pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah 
melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu 
belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.  
Mengenai sistem penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan dengan 
macam atau bentuk bentuk-bentuk perbarengan. 
Ada 3 bentuk perbarengan : 
1) Perbarengan peraturan (Pasal 63 KUHP), dengan menggunakan sistem 
hisapan (absorbtie stelsel). 
2) Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), juga menggunakan sistem hisapan 
(sama dengan perbarengan peraturan). 
3) Perbarengan perbuatan, yang dibedakan menjadi ; 
a) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis (Pasal 65 KUHP), dengan menggunakan sistem 
hisapan yang diperberat (verscherpte absorbstie stelsel) 
b) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP), dengan menggunakan 
sistem kumulasi terbatas (het gematigde cumulatie stelsel) 
c) Perbarengan perbuatan antara : (1)  kejahatan dengan pelanggaran, dan 
(2) pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP), dengan 
menggunakan sistem kumulasi murni (het zuivere cumulatie stelsel) 
(Adami Chazawi, 2002 : 115). 
b) Bentuk Perbarengan 
1)  Perbarengan Peraturan (Concursus Idealis atau Eendaadse Samenloop) 
Terwujudnya apa yang disebut dengan perbarengan peraturan pada 
dasarnya apabila satu wujud perbuatan (een fit) melanggar lebih dari satu 
aturan pidana. Pengertian dasar ini sesuai dengan apa yang dirumuskan 
oleh Pasal 63 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Jika suatu perbuatan 
masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya 
salah satu di antara aturan-aturan itu; dan jika berbeda-beda, yang 
dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. 
Kalimat “suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana” yang menggambarkan arti dasar perbarengan peraturan. Dalam 
hal perbarengan peraturan dengan rumusannya di atas, yang menjadikan 
persoalan besar ialah bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana 
pada kalimat selebihnya dari rumusan ayat (1) dan rumusan ayat (2) dari 
Pasal 63 itu, tetapi ialah persoalan mengenai suatu perbuatan (een feit). 
Hal ini juga terdapat dan sejalan dengan arti perbuatan pada Pasal 76 ayat 
(1) mengenai asas ne bis in idem dalam hukum pidana.   
Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan dengan 
menggunakan sistem hisapan (absorbsi stelsel), artinya hanya dipidana 
terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika di antara aturan-aturan 
pidana itu berbeda-beda ancaman pidananya, maka yang dikeakan adalah 
terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan 
apabila satu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana umum yang 
sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan 
adalah terhadap aturan pidana khusus itu saja. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHP mengenai sistem hisapan 
pada perbarengan peraturan ini. Dapat dikenakan pada 3 kemungkinan, 
ialah : 
a) Perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman 
pidana pokok yang sama berat. 
b) Perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman 
pidana pokoknya sama berat. 
c) Perbarengan peraturan di mana satu perbuatan itu masuk atau diatur 
dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan 
pidana khusus (Adami Chazawi, 2002 : 124). 
2)   Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) 
Mengenai perbuatan brlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yang 
rumusannya : 
a) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut 
(voortgezette handeling), maka hanya dierapkan yang memuat 
ancaman pidana pokok yang paling berat. 
b) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang 
dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, 
dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. 
c) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatn-kejahatan tersebut 
dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan 
berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari 
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana 
tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.   
Banyak ahli hukum yang menterjemahkan voortgezette handeling 
dengan perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan 
terus-menerus“, Schravendjik sama dengan Wirjono Prodjodikoro 
menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan” dan Soesilo 
menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.  
Apa pun istilah yang digunakan, mengenai apa yang dimaksud 
dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada 
dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun 
kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. 
Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan 
berlanjut ialah : 
a) Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa : 
(1) Pelanggaran; atau 
(2) Kejahatan. 
b) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berlanjut. 
Hoge Raad menarik kesimpulan tentang 3 syarat adanya  
voortgezette handeling yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga 
menggambarkan tentang ada hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan 
berlanjut itu : 
a) Harus adanya satu keputusan kehendak (wilsbesluit) si pembuat. 
b) Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis. 
c) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang 
berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama (Adami Chazawi, 2002 
: 131).  
3) Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis atau Meerdaadse  Samenloop) 
Pasal 65 KUHP 
a) Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka 
hanya dijatuhkan satu pidana. 
b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana 
yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
Letak manfaat dari pasal perbarengan perbuatan yang diatur dalam 
Pasal 63 dan Pasal 65 KUHP disebutkan dalam surat dakwaan, apabila 
dalam surat dakwaan diuraikan perbuatan materiil dari tiap unsur delik 
yang dilanggar pelaku baik dalam surat dakwaan tunggal maupun 
kumulatif maka tuntutan pidana hanya dituntut satu pidana apabila tiap-
tiap delik diancam dengan pidana pokok yang sama, bukan dituntut atas 
dasar tiap tindak pidana yang dilakukan. 
Perbarengan perbuatan tersebut dari semua delik yang diajukan di 
muka sidang pengadilan tetapi tuntutan pidana tersebut tidak boleh lebih 
dari ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiganya dari delik 
tersebut, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP 
(Suharto R.M, 1991 : 81).   
Pengertian perbarengan perbuatan dapat disimpulkan dari rumusan 
Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan 
yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan......”. Pengertian 
perbuatan dalam rumusan di Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 KUHP adalah 
perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana 
tertentu yang dirumuskan dalam Undang-undang. Berdasarkan rumusan  
Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP maka dapat disimpulkan 
bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan 
perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri-sendiri. Inilah ciri 
pokok dari perbarengan perbuatan. 
Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan 
menurut macamnya perbarengan perbuatan. Mengenai perbarengan 
perbuatan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : 
a) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang 
masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya 
(Pasal 65 KUHP), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem 
hisapan yang diperberat ( verscherpte absorbstie stelsel), yaitu dijatuhi 
satu pidana saja (ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu 
ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak 
pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiganya (ayat 2). 
b) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang 
masing-masing diancam dengan pidana pokok yang tidak sama 
jenisnya (Pasal 66 KUHP), penjatuhan pidananya dengan 
menggunakan sistem kumulasi terbatas (het gematigde cumulatie 
stelsel), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan, yakni pada si 
pembuatnya dijatuhi pidanasendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-
kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 1). 
c) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan 
pelanggaran, penjatuhan pidananya mengguanakan sistem kumulasi 
murni (het zuivere cumulatie stelsel). 
d) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan 
pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, artinya semua 
kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri denagn 
menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman 
pidanapada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya 
pengurangan ataupun penambahan batas tertentu (Adami Chazawi, 
2002 : 143). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  Kerangka Pemikiran 
 
  
 
 
 
 
 
Tabel 1. Skematik Kerangka Pemikiran 
 
Keterangan Bagan: 
Perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (delict) atau perbuatan 
pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini merupakan tindak pidana 
pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan berulang kali dalam 
perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL. 
Perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dan berkas yang dilimpahkan oleh 
penyidik telah lengkap atau sempurna, maka penuntut umum segera melakukan 
proses penuntutan. Hasil konkret dari proses penuntutan ini adalah surat dakwaan di 
mana nampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-
SURAT DAKWAAN 
CONCURSUS REALIS 
Pasal 363 ayat (1) 
ke 4,5 jo Pasal 65 
ayat (1) KUHP 
Bentuk dakwaan 
Penuntut Umum dalam 
menentukan konstuksi 
hukum perbutan 
perbarengan perkara 
Nomor 
22/Pid.B/2009/PN.TL 
Implikasi yuridis konstruksi 
hukum yang disusun Jaksa 
Penuntut Umum bagi penjatuhan 
vonis dalam perkara Nomor 
22/Pid.B/2009/PN.TL 
TINDAK PIDANA 
PENUNTUT UMUM 
Kasus Posisi Perkara 
Nomor: 
22/Pid.B/2009/PN/TL 
unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (locus dan 
tempus delicti) dan cara-cara terdakwa melakpukan tindak pidana. Tindak pidana 
yang dilakukan pada kasus ini merupakan perbuatan perbarengan yang termasuk 
dalam perbarengan perbuatan (consursus realis) yang diancam pidana Pasal 363 ayat 
(1) ke 4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk 
surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem 
penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. 
Perkara ini yang penulis teliti berhubungan dengan bentuk dakwaan penuntut umum 
menentukan konstruksi hukum perbuatan perbarengan dan implikasi yuridis 
konstruksi hukum yang disusun penuntut umum bagi penjatuhan vonis dalam perkara 
Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Dakwaan Penuntut Umum Perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL 
dalam Menentukan Konstruksi Hukum Perbuatan Perbarengan  
dalam Tindak Pidana 
Sebelum membahas mengenai konstruksi hukum perbuatan perbarengan dalam 
tindak pidana yang dilakukan Yuswandi bin Tambir, penulis terlebih dahulu akan 
memaparkan : 
  1.  Hasil Penelitian 
 a.  Identitas Terdakwa 
Berdasarkan tahap penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyajikan 
data identitas terdakwa sebagai berikut :   
Perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL merupakan suatu tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa Yuswandi bin Tambir seorang laki-laki berumur 37 
tahun yang bertempat tinggal di Dsn. Banaran RT 18, RW 09, Desa 
Krandegan, Kec.  Gandusari Kab. Trenggalek. Terdakwa lahir di Trenggalek 
tanggal 11 April 1971 berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. 
Kesehariannya terdakwa bekerja sebagai buruh tani dan pendidikan terakhir di 
SD.  
b. Kasus Posisi 
Penulis menyajikan kasus posisi yang dilakukan terdakwa sebagai 
berikut :  
Bulan Januari 2007 terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama 
BAMBANG NUROSO ( dalam perkara lain ) berangkat dari Ngujang 
Tulungagung dengan naik bus menuju rumah terdakwa YUSWANDI Bin 
TAMBIR yang terletak di Ds.Krandegan, Kec.Gandusari, Kab.Trenggalek 
setelah malam tiba terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang 
gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang warna merah, setelah 
waktu menunjukkan pukul 21.30 Wib terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR 
bersama BAMBANG NUROSO naik sepeda pancal menuju gudang selip 
milik saksi H. ASROFI yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi H. 
ASROFI  tepatnya di RT 16 RW.08 Ds.Sukorame, Kec.Gandusari, setelah 
sampai digudang selip terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama 
BAMBANG NUROSO mencukit pintu gudang sebelah kiri setelah pintu 
terbuka terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama BAMBANG 
NUROSO langsung masuk, setelah melihat ada banyak karung yang berisi 
kedelai dilantai, terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama BAMBANG 
NUROSO tanpa ijin pemiliknya yakni H.ASROFI telah mengambil 6 (enam) 
karung kecil dengan cara dipanggul kedelai dikeluarkan selanjutnya oleh 
terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR dinaikkan sepeda pancal dibawa pulang 
ke rumah terdakwa yang jaraknya 1,5 km dari gudang diambil berulang kali, 
sedangkan BAMBANG NUROSO menunggu didekat gudang setelah selesai 
mengangkut 6 (enam) karung kedelai disimpan didalam rumah selanjutnya 
terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR menjemput BAMBANG NUROSO, 
kemudian sekitar pukul 24.30 Wib terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR 
bersama BAMBANG NUROSO dengan naik sepeda pancal pergi ke gudang 
selip milik MUHAMAD AMINUDIN yang terletak di RT.016 RW.02 
Ds.KAranganyar, Kec.Gandusari, setelah sampai digudang terdakwa 
YUSWANDI Bin TAMBIR memanjat tembok dan melewati fentilasi (angin-
angin) gudang setelah berhasil masuk terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR 
dan BAMBANG NUROSO melihat banyak karung kedelai tang tertata rapi di 
lantai, selanjutnya terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama 
BAMBANG NUROSO tanpa ijin pemiliknya yakni MUHAMAD 
AMINUDIN telah mengambil 4 (empat) karung kedelai dengan cara 
dipanggul dibawa keluar dengan membuka pintu depan gudang setelah 
berhasil dinaikkan diatas sepeda pancal milik terdakwa YUSWANDI Bin 
TAMBIR secara bergantian dibawa pulang ke rumah untuk disimpan. 
Keesokan  harinya  10  (sepuluh)  karung  kedelai  dengan  berat  370 kg  
dijual  ke pasar Wage Kec. Gandusari kepada orang yang tidak dikenal 
dengan harga Rp.4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya, 
sehingga terdakwa mendapat uang Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima 
puluh empat ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa YUSWANDI Bin 
TAMBIR diberikan kepada BAMBANG NUROSO sebesar Rp.700.000,- 
(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR 
mendapat bagian Rp.854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) 
habis yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat 
perbuatan terdakwa saksi H.ASROFI menderita kerugian sebesar 
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari 
Rp.250.000 dan saksi MUHAMAD AMINUDIN menderita kerugian sebesar 
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)  atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000. 
c. Dakwaan Penuntut Umum  
Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai dakwaan penuntut 
umum adalah : 
Tabel 2. Dakwaan Penuntut Umum 
 
Dakwaan  Ancaman Pidana Tindak Pidana 
Primair Pasal 363 ayat (2) 
jo Pasal 65 ayat 
(1) KUH Pidana 
Berbarengan beberapa perbuatan yang 
harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri, sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, yang diancam dengan 
pidana pokok yang sejenis, maka hanya 
dijatuhkan satu pidana, mengambil barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, di 
waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada 
rumahnya yang dilakukan oleh orang yang 
adanya disitu tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak, yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, untuk masuk ketempat 
melakukan kejahatan untuk sampai barang 
yang diambilnya dilakukan dengan 
merusak atau memanjat 
Subsidair       Pasal  363 ayat (1) 
ke 4, 5 jo Pasal 65 
ayat (1) KUH 
Pidana    
 
Berbarengan beberapa perbuatan yang 
harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri, sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, yang diancam dengan 
pidana pokok yang sejenis, maka hanya 
dijatuhkan satu pidana, mengambil barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu, untuk masuk ketempat 
melakukan kejahatan untuk sampai barang 
yang diambilnya dilakukan dengan 
merusak atau memanjat 
Lebih 
Subsidair 
Pasal 363 ayat (1) 
ke 5 jo Pasal 65 
ayat (1) KUH 
Pidana 
Berbarengan beberapa perbuatan yang 
harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri, sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, yang diancam dengan 
pidana pokok yang sejenis, maka hanya 
dijatuhkan satu pidana, mengambil barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, 
untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan untuk sampai barang yang 
diambilnya dilakukan dengan merusak atau 
memanjat 
 
Paparan susunan dakwaan di atas secara lebih rinci akan diuraikan 
beserta modus operandi yang melatari penyusunan dakwaan subsidarits 
dimaksud, yaitu : 
DAKWAAN : 
PRIMAIR : 
Bahwa ia terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama-sama dengan 
BAMBANG NUROSO ( dalam perkara lain ) pada hari dan tanggal yang 
sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2007 sekira jam 
21.30 Wib dan jam 24.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain 
selain itu bulan Januari 2007 bertempat di gudang selip milik saksi 
H.ASROFI yang terletak di RT 16 RW 08 Ds.Sukorame Kec.Gandusari dan 
ditempat  gudang selip milik saksi MUHAMAD AMILUDIN dengan alamat 
RT.06 RW.02 Ds. Karanganyar, Kec. Gandusari, Kab.Trenggalek atau 
setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Trenggalek, dalam hal berbarengan beberapa 
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, mengambil 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada 
rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui 
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan 
merusak atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan 
rangkaian  perbuatan antara lain sebagai berikut : 
Pada waktu tersebut diatas terdakwa bernama BAMBANG NUROSO ( dalam 
perkara lain ) berangkat dari Ngujang Tulungagung dengan naik bus menuju 
rumah terdakwa YUSWANDI yang terletak di Ds.Krandegan, Kec.Gandusari, 
Kab.Trenggalek setelah malam tiba terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 
(satu) buah tang gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang warna 
merah, setelah waktu menunjukkan pukul 21.30 Wib terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO naik sepeda pancal menuju gudang selip milik saksi 
H. ASROFI yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi H. ASROFI  
tepatnya di RT 16 RW.08 Ds.Sukorame, Kec.Gandusari, setelah sampai 
digudang selip terdakwa bersama BAMBANG NUROSO mencukit pintu 
gudang sebelah kiri setelah pintu terbuka terdakwa bersama BAMBANG 
NUROSO langsung masuk, setelah melihat ada banyak karung yang berisi 
kedelai dilantai, terdakwa bersama BAMBANG NUROSO tanpa ijin 
pemiliknya yakni H.ASROFI telah mengambil 6 (enam) karung kecil dengan 
cara dipanggul kedelai dikeluarkan selanjutnya oleh terdakwa dinaikkan 
sepeda pancal dibawa pulang ke rumah terdakwa yang jaraknya 1,5 km dari 
gudang diambil berulang kali, sedangkan BAMBANG NUROSO menunggu 
didekat gudang setelah selesai mengangkut 6 (enam) karung kedelai disimpan 
didalam rumah selanjutnya terdakwa menjemput BAMBANG NUROSO, 
kemudian sekitar pukul 24.30 Wib terdakwa bersama BAMBANG NUROSO 
dengan naik sepeda pancal pergi ke gudang selip milik MUHAMAD 
AMINUDIN yang terletak di RT.016 RW.02 Ds.KAranganyar, 
Kec.Gandusari, setelah sampai digudang terdakwa memanjat tembok dan 
melewati fentilasi (angin-angin) gudang setelah berhasil masuk terdakwa dan 
BAMBANG NUROSO melihat banyak karung kedelai tang tertata rapi 
dilantai, selanjutnya terdakwa bersama BAMBANG NUROSO tanpa ijin 
pemiliknya yakni MUHAMAD AMINUDIN telah mengambil 4 (empat) 
karung kedelai dengan cara dipanggul dibawa keluar dengan membuka pintu 
depan gudang setelah berhasil dinaikkan diatas sepeda pancal milik terdakwa 
secara bergantian dibawa pulang ke rumah untuk disimpan. 
Keesokan  harinya  10  (sepuluh)  karung  kedelai  dengan  berat  370 kg  
dijual  ke pasar Wage Kec. Gandusari kepada orang yang tidak dikenal 
dengan harga Rp.4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya, 
sehingga terdakwa mendapat uang Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima 
puluh empat ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa diberikan kepada 
BAMBANG NUROSO sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 
sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.854.000,- (delapan ratus lima puluh 
empat ribu rupiah) habis yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan 
sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa saksi H.ASROFI menderi kerugian 
sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari 
Rp.250.000 dan saksi MUHAMAD AMINUDIN menderita kerugian sebesar 
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)  atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 363 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;    
SUBSIDAIR : 
Bahwa ia terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama-sama dengan 
BAMBANG NUROSO ( dalam perkara lain ) pada hari dan tanggal yang 
sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2007 sekira jam 
21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain selain itu bulan Januari 
2007 bertempat di gudang selip milik saksi H.ASROFI yang terletak di RT 16 
RW 08 Ds.Sukorame Kec.Gandusari dan ditempat  gudang selip milik saksi 
MUHAMAD AMILUDIN dengan alamat RT.06 RW.02 Ds. Karanganyar, 
Kec. Gandusari, Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dalam 
hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya 
dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai 
barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau memanjat, 
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan  rangkaian perbuatan antara lain 
sebagai berikut : 
Pada waktu tersebut diatas terdakwa bersama BAMBANG NUROSO ( dalam 
perkara lain ) berangkat dari Ngujang Tulungagung dengan naik bus menuju 
rumah terdakwa YUSWANDI yang terletak di Ds.Krandegan, Kec.Gandusari, 
Kab.Trenggalek setelah malam tiba terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 
(satu) buah tang gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang warna 
merah, setelah waktu menunjukkan pukul 21.30 Wib terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO naik sepeda pancal menuju gudang selip tempat 
penyelipan padi milik saksi H. ASROFI yang letaknya tidak jauh dari rumah 
saksi H. ASROFI  tepatnya di RT 16 RW.08 Ds.Sukorame, Kec.Gandusari, 
setelah sampai  digudang  selip     terdakwa   bersama BAMBANG NUROSO 
mencukit pintu gudang sebelah kiri setelah pintu terbuka terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO langsung masuk, setelah melihat ada banyak karung 
yang berisi kedelai dilantai, terdakwa bersama BAMBANG NUROSO tanpa 
ijin pemiliknya yakni H.ASROFI telah mengambil 6 (enam) karung kecil 
dengan cara dipanggul kedelai dikeluarkan selanjutnya oleh terdakwa 
dinaikkan keatas sepeda pancal dibawa pulang ke rumah terdakwa yang 
jaraknya 1,5 km dari gudang diambil berulang kali, sedangkan BAMBANG 
NUROSO menunggu didekat gudang setelah selesai mengangkut 6 (enam) 
karung kedelai disimpan didalam rumah selanjutnya terdakwa menjemput 
BAMBANG NUROSO, kemudian sekitar pukul 24.30 Wib terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO dengan naik sepeda pancal pergi ke gudang selip 
milik MUHAMAD AMINUDIN yang terletak di RT.016 RW.02 
Ds.Karanganyar, Kec.Gandusari, setelah sampai digudang terdakwa memanjat 
tembok dan melewati fentilasi (angin-angin) gudang setelah berhasil masuk 
terdakwa dan BAMBANG NUROSO melihat banyak karung kedelai yang 
tertata rapi dilantai, selanjutnya terdakwa bersama BAMBANG NUROSO 
tanpa ijin pemiliknya yakni MUHAMAD AMINUDIN telah mengambil 4 
(empat) karung kedelai dengan cara dipanggul dibawa keluar dengan 
membuka pintu depan gudang setelah berhasil dinaikkan keatas sepeda pancal 
milik terdakwa secara bergantian dibawa pulang ke rumah untuk disimpan. 
Keesokan harinya 10 (sepuluh) karung kedelai dengan berat 370 kg dijual ke 
pasar Wage Kec. Gandusari kepada orang yang tidak dikenal dengan harga 
Rp.4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga terdakwa 
mendapat uang Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu 
rupiah) kemudian oleh terdakwa diberikan kepada BAMBANG NUROSO 
sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat 
bagian Rp.854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) habis yang 
digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan 
terdakwa saksi H.ASROFI menderi kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat 
juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000 dan saksi 
MUHAMAD AMINUDIN menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua 
juta rupiah)  atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal  363 ayat (1) ke 4, 5 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;    
LEBIH SUBSIDAIR : 
Bahwa ia terdakwa YUSWANDI Bin TAMBIR bersama-sama dengan 
BAMBANG NUROSO ( dalam perkara lain ) pada hari dan tanggal yang 
sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2007 sekira jam 
21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain selain itu bulan Januari 
2007 bertempat di gudang selip milik saksi H.ASROFI yang terletak di RT 16 
RW 08 Ds.Sukorame Kec.Gandusari dan ditempat  gudang selip milik saksi 
MUHAMAD AMILUDIN dengan alamat RT.06 RW.02 Ds. Karanganyar, 
Kec. Gandusari, Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dalam 
hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya 
dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk 
sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau 
memanjat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian 
perbuatan antara lain sebagai berikut : 
Pada waktu tersebut diatas terdakwa bersama BAMBANG NUROSO ( dalam 
perkara lain ) berangkat dari Ngujang Tulungagung dengan naik bus menuju 
rumah terdakwa YUSWANDI yang terletak di Ds.Krandegan, Kec.Gandusari, 
Kab.Trenggalek setelah malam tiba terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 
(satu) buah tang gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang warna 
merah, setelah waktu menunjukkan pukul 21.30 Wib terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO naik sepeda pancal menuju gudang selip tempat 
penyelipan padi milik saksi H. ASROFI yang letaknya tidak jauh dari rumah 
saksi H. ASROFI  tepatnya di RT 16 RW.08 Ds.Sukorame, Kec.Gandusari, 
setelah sampai digudang selip terdakwa bersama BAMBANG NUROSO 
mencukit pintu gudang sebelah kiri setelah pintu terbuka terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO langsung masuk, setelah melihat ada banyak karung 
yang berisi kedelai dilantai, terdakwa bersama BAMBANG NUROSO tanpa 
ijin pemiliknya yakni H.ASROFI telah mengambil 6 (enam) karung kecil 
dengan cara dipanggul kedelai dikeluarkan selanjutnya oleh terdakwa 
dinaikkan keatas sepeda pancal dibawa pulang ke rumah terdakwa yang 
jaraknya 1,5 km dari gudang diambil berulang kali, sedangkan BAMBANG 
NUROSO menunggu didekat gudang setelah selesai mengangkut 6 (enam) 
karung kedelai disimpan didalam rumah selanjutnya terdakwa menjemput 
BAMBANG NUROSO, kemudian sekitar pukul 24.30 Wib terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO  dengan  naik  sepeda  pancal   pergi   ke   gudang   
selip   milik  MUHAMAD AMINUDIN yang terletak di RT.016 RW.02 
Ds.Karanganyar, Kec.Gandusari, setelah sampai digudang terdakwa memanjat 
tembok dan melewati fentilasi (angin-angin) gudang setelah berhasil masuk 
terdakwa dan BAMBANG NUROSO melihat banyak karung ntai, selanjutnya 
terdakwa bersama BAMBANG NUROSO tanpa ijin pemiliknya yakni 
MUHAMAD AMINUDIN telah mengambil 4 (empat) karung kedelai dengan 
cara dipanggul dibawa keluar dengan membuka pintu depan gudang setelah 
berhasil dinaikkan keatas sepeda pancal milik terdakwa secara bergantian 
dibawa pulang ke rumah untuk disimpan. 
Keesokan harinya 10 (sepuluh) karung kedelai dengan berat 370 kg dijual ke 
pasar Wage Kec. Gandusari kepada orang yang tidak dikenal dengan harga 
Rp.4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga terdakwa 
mendapat uang Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu 
rupiah) kemudian oleh terdakwa diberikan kepada BAMBANG NUROSO 
sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat 
bagian Rp.854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) habis yang 
digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan 
terdakwa saksi H.ASROFI menderi kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat 
juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000 dan saksi 
MUHAMAD AMINUDIN menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua 
juta rupiah)  atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 363 ayat (1) ke 5 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;   
d. Tuntutan Penuntut Umum 
Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan di 
persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan 
sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa YUSWANDI bin TAMBIR telah terbukti bersalah 
melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG 
MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BERULANG KALI” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 
Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSWANDI bin TAMBIR 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
3) Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah obeng gagang warna merah, 1 (satu) buah tang gagang 
warna merah dirampas untuk dimusnahkan 
- 1 (satu) unit sepeda pancal dikembalikan kepada Terdakwa Yuswandi 
bin Tambir 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,-  (lima ribu rupiah); 
 
 
    2.  Pembahasan 
Mencermati kasus posisi, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum di atas 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Kasus perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL yang dilakukan terdakwa 
Yuswandi bin Tambir, diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan kali 
pertama belum dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang kedua. Atau 
tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh 
suatu putusan hakim. Bentuk dakwaan yang diajukan penuntut umum adalah 
terkait dengan Pasal 65 KUHP yang mengatur bahwa tindak pidana yang 
dilakukan berhubungan dengan perbarengan perbuatan (concursus realis).  
Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Yuswandi bin Tambir adalah 
tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman Pasal 363 KUHP. 
Ancaman pidana untuk tindak pidana pencurian didasarkan bentuk tindak 
pidana pencurian yang dilakukan. Tindak pidana pencurian terbagi dalam 
pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan perusakan dan pencurian 
biasa. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Yuswandi bin Tambir 
merupakan tindak pidana pencurian dengan perusakan. Tindak pidana 
pencurian pertama dilakukan terdakwa di gudang selip milik H. Asrofi dengan  
mencukit pintu gudang sebelah kiri sehingga pintu terbuka, menggunakan 1 
buah obeng dan 1 buah tang gagang warna merah. Tindak pidana pencurian 
yang kedua dilakukan terdakwa di gudang selip milik Muhammad Aminudin 
dilakukan dengan memanjat tembok dan melewati fentilasi (angin-angin) 
gudang. 
Tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa telah memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana pencurian. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak 
pidana pencurian meliputi : 
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian. 
 a.  Unsur Barang Siapa 
Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yuswandi bin 
Tambir ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi 
serta keterangan Terdakwa sendiri. Disimpulkan bahwa orang yang 
dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwalah orang yang 
dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam 
surat dakwaan. Selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis 
mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan. 
b.  Mengambil Barang Sesuatu 
Pengertian mengambil sesuatu  barang adalah  memindahkan  sesuatu 
benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. 
Berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Aminudin  dan Saksi 
Bastian Fuad, mereka telah kehilangan 8 (delapan) karung kedelai.  
Demikian pula menurut keterangan Terdakwa Yuswandi bin Tambir 
sendiri, Terdakwa telah mengambil kedelai dari Gudang seleb milik H 
Asrofi dan gudang seleb milik Muh. Aminudin. Kedelai dalam karung 
telah memenuhi pengertian sebagai sebuah barang; 
Pengertian mengambil ialah memindahkan dari satu tempat ke tempat 
lain, yang menurut keterangan Terdakwa kedelai tersebut diambil 
(dipindahkan) dari gudang milik H. Asrofi dan gudang milik Muh. 
Aminudin  dan kemudian kedelai tersebut dijual.  Dengan demikian terjadi 
pemindahan barang dari gudang milik H. Asrofi dan Muh. Aminudin 
tersebut ke tempat para pembeli kedelai tersebut. 
c.  Unsur Yang Seluruh atau sebagian milik orang lain 
Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Muh. 
Aminudin dan saksi Bastian Fuad,  barang berupa kedelai yang diambil 
Terdakwa adalah milik dari Saksi Muh. Aminudin dan Saksi Bastian Fuad.  
d.  Unsur Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum 
Berdasarkan keterangan terdakwa,  barang berupa kedelai tersebut 
telah dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa. Sebagai 
penjual atas barang bergerak berupa kedelai,  Terdakwa memiliki kualitas 
sebagai seorang pemilik.  Namun demikian Terdakwa untuk memiliki 
kualitas sebagai pemilik tersebut  sebelumnya tidak meminta ijin terlebih 
dahulu ataupun telah melakukan transaksi hukum yang sah antara pemilik 
kedelai dengan dirinya.  
Tindak pidana pencurian yang dilakukan Yuswandi bin Tambir adalah 
tindak pidana pencurian dengan perusakan yang memenuhi konsep 
pemberatan : 
a. Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan merusak : Tindak pidana 
pencurian pertama dilakukan terdakwa di gudang selip milik H. Asrofi 
dengan  mencukit pintu gudang sebelah kiri sehingga pintu terbuka, 
menggunakan 1 buah obeng dan 1 buah tang gagang warna merah. 
Tindak pidana pencurian yang kedua dilakukan terdakwa di gudang selip 
milik Muhammad Aminudin dilakukan dengan memanjat tembok dan 
melewati fentilasi (angin-angin) gudang. 
b. Masuk pekarangan orang lain tanpa seijin pemiliknya : Terdakwa masuk 
ke pekarangan yang ada gudang selipnya tanpa seijin pemiliknya H. 
Asrofi dan Muhammad Aminudin, kemudian melakukan tindak pidana 
pencurian di gudang selip milik H. Asrofi dan Muhammad Aminudin 
dengan mengambil 8 karung kedelai tanpa seijin pemiliknya.  
c. Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari : 
Dilakukan pada waktu malam hari yakni pukul 21.30 Wib di gudang selip 
H. Asrofi dan pukul 24.30 Wib di gudang selip Muhammad Aminudin.  
d. Tindak pidana pencurian dilakukan oleh lebih dari 1 orang : Terdakwa 
melakukan tindak pidana pencurian dengan Bambang Nuroso. 
Berdasarkan analisis di atas terdakwa telah melakukan tindak pidana 
pencurian yang diancam hukuman penjara dengan Pasal 363 KUHP. Tindak 
pidana yang dilakukan dengan oleh dua orang yakni terdakwa Yuswandi bin 
Tambir dan Bambang Nuroso. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 
pencurian kedelai dengan melakukan perusakan dengan mencukit gudang dan 
memanjat tembok kemudian melewati fentilasi (angin-angin). Perbuatan 
terdakwa dilakukan pada waktu malam hari yakni pukul 21.30 Wib dan pukul 
24.30 Wib, dan dilakukan pada dua tempat yang berbeda pada malam hari  di 
gudang milik H. Asrofi dan Muhammad Aminudin.  
Tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa menimbulkan akibat: 
Akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang pertama adalah 
menimbulkan kerugian bagi saksi H. Asrofi menderita kerugian sebesar 
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari 
Rp.250.000. Tindak pidana yang kedua  juga menimbulkan kerugian bagi 
saksi Muhamad Aminudin menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua 
juta rupiah)  atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000.  Antara tindak 
pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua sama-sama 
menimbulkan kerugian materiil. 
Penulis menyusun paparan kasus posisi terdakwa melakukan tindak 
pidana pencurian dengan modus operandi : 
Pada bulan Januari 2007 terdakwa bersama BAMBANG NUROSO ( dalam 
perkara lain ) berangkat dari Ngujang Tulungagung dengan naik bus menuju 
rumah terdakwa YUSWANDI yang terletak di Ds.Krandegan, Kec.Gandusari, 
Kab.Trenggalek. Setelah malam tiba terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 
(satu) buah tang gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang warna 
merah. Setelah waktu menunjukkan pukul 21.30 Wib terdakwa bersama 
BAMBANG NUROSO naik sepeda pancal menuju gudang selip milik saksi 
H. ASROFI yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi H. ASROFI  
tepatnya di RT 16 RW.08 Ds.Sukorame, Kec.Gandusari, setelah sampai 
digudang selip terdakwa bersama BAMBANG NUROSO mencukit pintu 
gudang sebelah kiri setelah pintu terbuka terdakwa bersama BAMBANG 
NUROSO langsung masuk. Setelah melihat ada banyak karung yang berisi 
kedelai dilantai, terdakwa bersama BAMBANG NUROSO tanpa ijin 
pemiliknya yakni H.ASROFI telah mengambil 6 (enam) karung kecil dengan 
cara dipanggul kedelai dikeluarkan. Selanjutnya oleh terdakwa dinaikkan 
sepeda pancal dibawa pulang ke rumah terdakwa yang jaraknya 1,5 km dari 
gudang diambil berulang kali, sedangkan BAMBANG NUROSO menunggu 
didekat gudang setelah selesai mengangkut 6 (enam) karung kedelai disimpan 
didalam rumah selanjutnya terdakwa menjemput BAMBANG NUROSO. 
Kemudian sekitar pukul 24.30 Wib terdakwa bersama BAMBANG NUROSO 
dengan naik sepeda pancal pergi ke gudang selip milik MUHAMAD 
AMINUDIN yang terletak di RT.016 RW.02 Ds.Karanganyar, 
Kec.Gandusari, setelah sampai digudang terdakwa memanjat tembok dan 
melewati fentilasi (angin-angin) gudang setelah berhasil masuk terdakwa dan 
BAMBANG NUROSO melihat banyak karung kedelai tang tertata rapi 
dilantai, selanjutnya terdakwa bersama BAMBANG NUROSO tanpa ijin 
pemiliknya yakni MUHAMAD AMINUDIN telah mengambil 4 (empat) 
karung kedelai dengan cara dipanggul dibawa keluar dengan membuka pintu 
depan gudang setelah berhasil dinaikkan diatas sepeda pancal milik terdakwa 
secara bergantian dibawa pulang ke rumah untuk disimpan. 
Locus delictie yang dilakukan terdakwa yakni tindak pidana pencurian 
di tempat gudang selip milik H. Asrofi dan gudang selip milik Muhammad 
Aminudin. 
Berkaitan dengan tempus delictie tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa. Dapat dijelaskan bahwa tindak pidana yang pertama dilakukan 
terdakwa pada pukul 21.30 Wib, kemudian dilanjutkan tindak pidana yang 
kedua yakni pada pukul 24.30 Wib, kedua tindak pidana tersebut dilakukan 
pada malam hari. Antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana 
yang kedua belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Sehingga tindak pidana 
yang dilakukan merupakan perbarengan tindak pidana (concursus).   
Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa mengandung unsur 
perbarengan perbuatan antara tindak pidana yang pertama dengan tindak 
pidana yang kedua belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Perbuatan yang 
dilakukan terdakwa dipandang tindak pidana yang berdiri sendiri. Sehingga 
peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbarengan perbuatan 
(concursus realis) diatur dalam Pasal 65 KUHP. Hukuman pokok yang 
diancamkan pada setiap tindak pidana yang berdiri sendiri tersebut sejenis 
yakni sama-sama hukuman penjara, maka sistem penghukumannya yang 
diterapkan absorbsi yang dipertajam berupa hukuman pokok yang terberat + 
1/3. 
Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukuman 
pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyakan pula keadaan-
keadaan sewaktu melakukan tindak pidana.  Berdasarkan hal tersebut 
penuntut umum menuntut terdakwa dengan menyatakan terdakwa melakukan 
tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan 
berulang kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 
(1) ke-4, 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.  
Bentuk dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan subsidaritas 
dengan pembuktian dakwaan subsidair dilakukan secara berurut yang dimulai 
pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai 
kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Bentuk surat dakwaan subsidair 
terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara 
berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat 
sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Penuntut umum 
mengajukan bentuk dakwaan subsidair karena peristiwa tindak pidana yang 
terjadi : 
1. Menimbulkan suatu akibat : tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
menimbulkan kerugian yakni  saksi H.Asrofi menderita kerugian sebesar 
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari 
Rp.250.000 dan saksi Muhamad Aminudin menderita kerugian sebesar 
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)  atau setidak-tidaknya lebih dari 
Rp.250.000. 
2. Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa 
ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan 
tindak pidana tersebut : Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan 
mengambil tanpa seijin pemiliknya atau pencurian kedelai di dua tempat 
yang berbeda yakni gudang selip milik H. Asrofi dengan melakukan 
pengrusakan dengan mencukit pintu gudang hingga terbuka dan gudang 
selip milik Muhamad Aminudin dilakukan dengan memanjat tembok dan 
masuk melalui ventilasi. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan 
pidana Pasal 363 KUHP. Tindak pidana tersebut dilakukan  malam hari 
pukul 21.30 Wib dan pukul 24.30 Wib di mana tindak pidana yang 
pertama dengan tindak pidana yang kedua belum dibatasi oleh suatu 
putusan hakim, hal ini merupakan tindak pidana perbarengan perbuatan 
yang diancam Pasal 65 KUHP. Sehingga tindak pidana yang dilakukan 
bertitik singgung dengan beberapa pasal pidana yakni Pasal 363 KUHP 
dan Pasal 65 KUHP. 
Berdasarkan hal tersebut penuntut umum mengajukan tuntutan 
Terdakwa Yuswandi bin Tambir dengan bentuk dakwaan subsidair :  
1) Primer  melanggar Pasal 363 ayat (2)  Jo. Pasal 65 ayat (1)  KUHP 
2) Subsidair  Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
3) Lebih Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat 
sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan primer 
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun apabila 
melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Pasal 65 ayat (1) KUHP 
karena melakukan tindak pidana perbarengan perbuatan. Dakwaan subsidair 
tersebut terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun apabila 
terbukti melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, dan Pasal 65 
ayat (1) KUHP karena melakukan tindak pidana perbarengan perbuatan. 
Antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair terdapat perbedaan yakni 
ancaman pidana yang lebih ringan. Sementara pada dakwaan lebih subsidair 
terdakwa diancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun yang lebih 
ringan karena diancam dengan dakwaan pasal yang lebih sedikit dari dakwaan 
subsidair dengan tuntutan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.  
Sehingga bentuk dakwaan yang dituntut Penuntut Umum Perkara 
Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL menggunakan dakwaan subsidair. Bentuk 
dakwaan subsidair yang diajukan penuntut umum dilakukan secara berurut 
dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti. 
 
B.  Implikasi Yuridis Konstruksi Hukum yang Disusun Penuntut Umum Bagi 
Penjatuhan Vonis dalam Perkara Nomor 22/Pid.B/2009/PN.TL 
 1.  Hasil Penelitian 
  Mengkaji mengenai implikasi yuridis konstruksi hukum terhadap 
penjatuhan vonis, harus dilihat ancaman pasal yang didakwakan, tuntutan maupun 
putusan yang dijatuhkan. Implikasi yuridis akan diketahui ketika membandingkan 
ketiga dokumen yakni dakwaan, tuntutan dan putusan tersebut. Sebelum 
membahas lebih jauh, berikut ini adalah hasil pencermatan terhadap ketiga 
dokumen yang dimaksud : 
Tabel 3. Dakwaan, Tuntutan dan Putusan 
Dakwaan Tuntutan Putusan 
1) Dakwaan primer 
melanggar Pasal 
363 ayat (2)  Jo. 
1) Menyatakan terdakwa 
YUSWANDI bin 
TAMBIR telah 
1) Menyatakan Terdakwa 
YUSWANDI bin 
TAMBIR tidak terbukti 
Pasal 65 ayat (1)  
KUHP, ancaman 
hukuman 
penjara paling 
lama 9 tahun. 
2) Subsidair  Pasal 
363 ayat (1) ke-
4, 5 Jo Pasal 65 
ayat (1) KUHP, 
ancaman 
hukuman 
penjara paling 
lama 7 tahun. 
3) Lebih Subsidair 
Pasal 363 ayat 
(1) ke-5 Jo. 
Pasal 65 ayat (1) 
KUHP, ancaman 
hukuman 
penjara paling 
lama 7 tahun. 
 
terbukti bersalah 
melakukan Tindak 
Pidana 
“PENCURIAN 
DALAM KEADAAN 
YANG 
MEMBERATKAN 
YANG 
DILAKUKAN 
BERULANG KALI” 
sebagaimana diatur 
dan diancam pidana 
dalam pasal 363 ayat 
(1) ke-4,5 Jo. Pasal 
65 ayat (1) KUHP; 
2) Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa 
YUSWANDI bin 
TAMBIR dengan 
pidana penjara selama 
1 (satu) tahun 1 (satu) 
bulan dengan 
dikurangi selama 
terdakwa berada 
dalam tahanan 
3) Menyatakan barang 
bukti berupa :  
- 1 (satu) buah obeng 
secara sah dan 
meyakinkan bersalah 
melakukan Tindak 
Pidana sebagaimana 
didakwakan dalam 
dakwaan primer; 
2) Membebaskan terdakwa 
oleh karena itu dari 
dakwaan primer tersebut; 
3) Menyatakan Terdakwa 
YUSWANDI bin 
TAMBIR telah terbukti 
secara sah dan 
menyakinkan terbukti 
secara sah dan 
menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana 
“Pencurian dalam 
Keadaan Memberatkan 
yang Dilakukan Berulang 
kali “ ; 
4) Menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana 
penjara selama 11 
(sebelas) bulan ; 
5) Menetapkan masa 
penahanan yang telah 
gagang warna merah, 
1 (satu) buah tang 
gagang warna merah 
dirampas untuk 
dimusnahkan 
- 1 (satu) unit sepeda 
pancal dikembalikan 
kepada Terdakwa 
Yuswandi bin Tambir 
4) Menetapkan agar 
terdakwa dibebani 
membayar biaya 
perkara sebesar 
Rp.5.000,-  (lima ribu 
rupiah); 
 
dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang 
dijatuhkan ; 
6) Menetapkan Terdakwa 
supaya tetap berada 
dalam tahanan ; 
7) Menetapkan barang bukti 
berupa : 
- 1 (satu) buah obeng 
gagang warna merah, 1 
(satu) buah tang gagang 
warna merah dirampas 
untuk dimusnahkan ; 
- 1 (satu) unit sepeda 
pancal dikembalikan 
kepada Terdakwa 
YUSWANDI Bin 
TAMBIR 
8) Membebankan pada 
terdakwa untuk 
membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000,- (lima 
ribu rupiah) ;  
 
 
Dilihat dari tabel di atas dakwaan Penuntut Umum menuntut pidana 
terdakwa dengan dakwaan subsidaritas dengan ancaman pidana penjara yang 
dimulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak 
pidana yang teringan. Pada dakwaan primer dengan ancaman hukuman penjara 
paling lama 9 tahun, kemudian dakwaan subsider dengan ancaman hukuman 
pidana penjara paling lama 7 tahun, sementara dakwaan lebih subsidair dengan 
ancaman hukuman paling lama 7 tahun tetapi pasal yang didakwakan lebih sedikit 
dibanding dakwaan subsidair.  
Dokumen tuntutan penuntut umum di atas penuntut umum menuntut 
terdakwa Yuswandi bin tambir dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun 1 
bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Tuntutan tersebut 
dikarenakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian 
dalam Keadaan yang Memberatkan yang dilakukan Berulang Kali.  
Amar putusan tersebut menyatakan putusan bahwa terdakwa Yuswandi bin 
Tambir telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan 
Memberatkan yang Dilakukan Berulang kali”.  Terdakwa dijatuhi pidana penjara 
selama 11 bulan oleh Majelis Hakim.  Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum 
yang terbukti adalah dakwaan subsidair, karena dakwaan primer tidak terbukti. 
Dakwaan primer tidak terbukti karena salah satu unsur tindak pidananya tidak 
terpenuhi, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer.  
Ancaman untuk tindak pidana pencurian dalam dakwaan tersebut berat 
dengan ancaman pidana penjara pada dakwaan primer maksimal 9 tahun pidana 
penjara dan dakwaan subsidair maksimal maksimal 7 tahun pidana penjara. 
Namun Penuntut Umum menuntut terdakwa hanya pidana penjara 1 tahun 1 bulan 
dan menghasilkan vonis Hakim 11 bulan pidana penjara. 
 
2.  Pembahasan 
Berdasarkan tabel 3 berisi dakwaan, tuntutan dan putusan pada tahap 
penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya, dapat diketahui bagaimana 
dakwaan menuntut tuntutan yang pada akhirnya menghasilkan putusan hakim 
berdasarkan pembuktian di persidangan. 
Bentuk dakwaan yang dibuat Penuntut Umum adalah bentuk dakwaan 
subsidaritas dengan dakwaan : 
a. Primer  melanggar Pasal 363 ayat (2)  Jo. Pasal 65 ayat (1)  KUHP 
b. Subsidair  Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
c. Lebih Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang menyatakan terdakwa 
Yuswandi bin Tambir telah terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana 
Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Berulang Kali” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo. Pasal 
65 ayat (1) KUHP (dakwaan subsider). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan. 
Bentuk dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan subsidaritas di mana 
pembuktian dakwaan subsidair dilakukan secara berurut dengan dimulai pada 
dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada 
dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang 
dipandang terbukti. 
Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan 
dakwaan Penuntut Umum yakni dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan 
primernya,  apabila dakwaan primer terbukti,  maka  dakwaan subsider 
selanjutnya tidak perlu dibuktikan,  namun apabila dakwaan primer tidak terbukti,  
maka dakwaan selanjutnya  barulah akan dipertimbangkan  dan seterusnya.  
 
Dakwaan primer  yang melanggar Pasal 363 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) 
KUH Pidana yang memiliki unsur – unsur : 
a.  Unsur Barang Siapa 
Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka 
persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan 
Terdakwa sendiri,  dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di 
persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum 
sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, 
Bahwa selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis 
mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan, oleh 
karena itu unsur Barang Siapa dalam uraian pasal ini telah terpenuhi. 
b.  Mengambil Barang Sesuatu 
Pengertian mengambil sesuatu  barang adalah  memindahkan  sesuatu benda 
dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain; 
Bahwa  berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Aminudin  dan Saksi 
Bastian Fuad, mereka telah kehilangan 8 (delapan) karung kedelai.  Demikian 
pula menurut keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil kedelai 
dari Gudang seleb milik H Asrofi dan gudang seleb milik Muh. Aminudin. 
Bahwa kedelai dalam karung telah memenuhi pengertian sebagai sebuah 
barang; 
Bahwa pengertian mengambil ialah memindahkan dari satu tempat ke 
tempat lain,  yang menurut keterangan Terdakwa kedelai tersebut diambil 
(dipindahkan) dari gudang milik H. Asrofi dan gudang milik Muh. Aminudin  
dan kemudian kedelai tersebut dijual.  Dengan demikian terjadi pemindahan 
barang dari gudang milik H. Asrofi dan Muh. Aminudin tersebut ke tempat 
para pembeli kedelai tersebut,  sehingga unsur ini terpenuhi; 
c.  Unsur Yang Seluruh atau sebagian milik orang lain 
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Muh. 
Aminudin dan saksi Bastian Fuad,  barang berupa kedelai yang diambil 
Terdakwa adalah milik dari Saksi Muh. Aminudin dan Saksi Bastian Fuad,  
sehingga unsur ini telah terpenuhi; 
d.  Unsur Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum 
Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa,  barang berupa kedelai tersebut 
telah dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa.   
Bahwa sebagai penjual atas barang bergerak berupa kedelai,  Terdakwa 
memiliki kualitas sebagai seorang pemilik.  Namun demikian Terdakwa untuk 
memiliki kualitas sebagai pemilik tersebut  sebelumnya tidak meminta ijin 
terlebih dahulu ataupun telah melakukan transaksi hokum yang sah antara 
pemilik kedelai dengan dirinya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; 
e. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah rumah atau dalam sebuah Pekarangan 
Tertutup yang ada rumahnya 
Bahwa pengertian di waktu malam,  ialah kejadian yang terjadi sejak 
matahari terbenam hingga matahari terbit.   
Bahwa menurut Keterangan Terdakwa,  pada saat melakukan Tindak 
Pidana tersebut dilakukan pada dini hari,  sebelum matahari terbit,  oleh 
karenanya itu pengertian diwaktu malam telah terpenuhi; 
Bahwa pengertian sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada 
rumahnya ialah suatu tempat yang berdinding dan beratap, dan dihuni oleh 
manusia. 
Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di gudang milik H. 
Asrofi dan di Gudang Milik Muh. Aminudin. 
Bahwa sebuah gudang adalah sebuah ruangan berdinding dan beratap,  
namun tidak dihuni oleh manusia,  hanyalah untuk menyimpan barang – 
barang.  Oleh karenanya itu unsur ini tidak terpenuhi; 
Bahwa  karena terdapat salah satu unsur dari Tindak Pidana yang tidak 
terpenuhi,  maka Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti,  dan 
Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; 
Dakwaan Primer yang diajukan Penuntut Umum di atas tidak terbukti 
karena terdapat salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi yakni unsur 
Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah rumah atau dalam sebuah Pekarangan 
Tertutup yang ada rumahnya. Unsur tersebut tidak terpenuhi karena pengertian 
sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada rumahnya ialah suatu 
tempat yang berdinding dan beratap, dan dihuni oleh manusia. Namun Terdakwa 
melakukan tindak pidana pencurian di gudang milik H. Asrofi dan di Gudang 
Milik Muh. Aminudin. Pengertian sebuah gudang adalah sebuah ruangan 
berdinding dan beratap,  namun tidak dihuni oleh manusia,  hanyalah untuk 
menyimpan barang – barang.  Oleh karenanya itu unsur ini tidak terpenuhi. 
Karena dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari 
dakwaan primer ini. Menurut penulis kurang sesuai karena unsur tersebut terdapat 
kata “atau” dalam Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam sebuah 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya sehingga ada tafsiran lain mengenai 
pengertian rumah. Agar dapat menjerat pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan sebaiknya menggunakan pengertian gudang sebagai pekarangan yang 
tertutup yang ada gudangnya. Sehingga unsur tersebut dapat terpenuhi. 
 
Karena dakwaan primer tidak terbukti, maka dipertimbangkan dakwaan  
penuntut umum selanjutnya,  yakni dakwaan subsidernya  melanggar pasal 363 
ayat (1) ke-4,5 Jo. 65 Ayat(1) KUHP,  yang unsur – unsurnya adalah : 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil Barang Sesuatu  
c. Yang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang Lain; 
d. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
e. Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih 
f. Dilakukan dengan merusak, memanjat 
Terhadap unsur – unsur barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara 
melawan hukum, telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan 
primer dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya majelis mengambil alih 
seluruh pertimbangan dakwaan tersebut sehingga dengan demikian menyatakan 
usnur – unsur tersebut telah terpenuhi. 
 
Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur – unsur Tindak Pidana yang 
selebihnya,  yaitu : unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau 
lebih dan unsur dilakukan dnegan merusak atau memanjat. 
a.  Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih 
Berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata perbuatan Terdakwa 
dilakukan bersama – sama dengan seorang lain yang bernama Bambang 
Nuroso,  dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; 
b.  Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memanjat 
Berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk masuk ke dalam gudang milik 
H Asrofi dan gudang milik Muh. Aminudin, Terdakwa telah merusak jendela 
dengan menggunakan obeng dan tang (yang digunakan sebagai barang bukti); 
Berdasarkan keterangan saksi Bastian Fuad dan Saksi Muh Aminudin, 
pintu / jendela gudang mereka telah rusak dan kemudian diketahui bahwa 
kedelai mereka yang disimpan di dalam gudang telah hilang. Dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi; 
c.  Unsur  Perbuatan Berlanjut 
Berdasarkan keterangan Terdakwa,  ia melakukan pencurian  kedelai  di 
dalam gudang Asrofi dan gudang Muh. Aminudin tidak dilakukan secara 
sekaligus, di satu malam akan tetapi berlanjut dari satu malam ke malam 
lainnya, dengan demikian unsur ini terpenuhi; 
Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, ternyata 
perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan 
subsider tersebut,  sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya,  yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5  Jo. Pasal 
65 ayat (1) KUHP; 
 
Terpenuhinya semua unsur dakwaan subsidair tersebut di atas, terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) 
ke 4, 5 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana tentang pencurian dalam keadaan 
memberatkan yang dilakukan berulang kali yang tercantum dalam dakwaan 
subsider, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 
barang bukti, maka majelis hakim berketetapan untuk menjatuhkan putusan 
pidana berupa pidana penjara selama 11 bulan dikurangi masa penahanan. 
Sehingga putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang 
menuntut pidana penjara 1 tahun 1 bulan dipotong masa tahanan. 
Perkara di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu : 
1)   Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP : 
(1)   Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
ke-1.   pencurian ternak; 
ke-2.  pencurian pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya 
perang; 
ke-3.  pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yanga ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang 
adnya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang 
berhak; 
ke-4.  pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
ke-5.  pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 
atau untuk sampai pada barang yang diamblnya, dilakukan 
dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. 
(2)  Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 dan dijerat dengan salah satu 
tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
2)   Melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP : 
c) Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya 
dijatuhkan satu pidana. 
Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian kedelai di gudang selip 
milik H. Asrofi pada pukul 21.30 Wib dan pukul 24.30 Wib di gudang selip milik 
Muhammad Aminudin, sehingga menyebabkan kerugian yakni H. Asrofi sebesar 
Rp. 4.000.000,- dan Muhammad Aminudin sebesar Rp. 2.000.000,-. 
Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsider 
dengan dakwaan : 
a. Primer  melanggar Pasal 363 ayat (2)  Jo. Pasal 65 ayat (1)  KUHP 
b. Subsidair  Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
c. Lebih Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Dakwaan primer tidak terbukti karena salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat 
(2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga terdakwa bebas dari 
dakwaan primer. Dakwaan yang terbukti pada proses persidangan adalah 
dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 65 ayat (1) 
KUHP. Menyatakan terdakwa Yuswandi bin Tambir telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan 
Memberatkan yang Dilakukan Berulang kali “ ; 
 
Bentuk perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dilihat 
dari dari bentuk dakwaan Penuntut Umum termasuk perbarengan perbuatan 
(concursus realis) karena pasal yang didakwakan Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Seharusnya jika  sistem penjatuhan pidana mengenai perbarengan tindak pidana 
benar-benar diterapkan dalam kasus ini terdakwa memakai sistem penjatuhan 
pidana termasuk dalam hisapan yang diperberat berlaku pada kejahatan yang 
diancam pidana pokok yang sama jenisnya, dengan dijatuhi satu pidana saja. 
Dakwaan primer Pasal 363 ayat (2) maksimum 9 tahun penjara, diperberat karena 
ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang terberat menjadi maksimum 12 tahun dan 
dakwaan subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4,-5 maksimum 7 tahun penjara, 
diperberat menjadi maksimum 9 tahun 3 bulan  penjara. Dakwaan lebih subsidair 
Pasal 363 ayat (1) ke -5 maksimum 7 tahun penjara, diperberat dengan ditambah 
1/3 menjadi maksimum 9 tahun 3 bulan penjara. Akan tetapi pada kenyataannya, 
penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 1 bulan. 
Sehingga tuntutan tersebut masih jauh dari maksimal ukuran pemidanaan untuk 
tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.  
Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut  terlihat adanya perbedaan 
mengenai bentuk perbuatan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum. Hakim menyatakan 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut karena 
tindak pidana pencurian kedelai dalam gudang H. Asrofi dan gudang Muhammad 
Aminudin dilakukan berlanjut dari satu malam ke malam lainnya. Sementara itu 
Penuntut Umum mendakwa terdakwa Pasal 65 ayat (1) KUHP yang termasuk 
dalam Perbarengan perbuatan (concursus realis).  Menurut penulis peristiwa 
pidana yang dilakukan terdakwa mengandung unsur perbarengan perbuatan antara 
tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua belum dibatasi oleh 
suatu putusan hakim. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dipandang tindak 
pidana yang berdiri sendiri. Sehingga peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa 
merupakan perbarengan perbuatan (concursus realis) diatur dalam Pasal 65 
KUHP.  
Pertimbangan Hakim dalam unsur perbuatan berlanjut kurang sesuai yakni 
berdasarkan keterangan terdakwa,  ia melakukan pencurian  kedelai  di dalam 
gudang Asrofi dan gudang Muh. Aminudin tidak dilakukan secara sekaligus, di 
satu malam akan tetapi berlanjut dari satu malam ke malam lainnya. 
Ketidaksesuaian tersebut pada waktu melakukan tindak pidana pencurian. Dalam 
pertimbangan hakim peristiwa pidana pencurian tersebut dilakukan di dalam 
gudang Asrofi dan gudang Muh. Aminudin tidak dilakukan secara sekaligus, di 
satu malam akan tetapi berlanjut dari satu malam ke malam lainnya. Pengertian 
berlanjut dari satu malam ke malam lainnya kurang sesuai bila hal tersebut 
dilakukan berarti sudah melalui satu hari padahal perbuatan tersebut dilakukan 
pada malam yang sama tetapi hari yang berbeda dengan perbedaan waktu 
beberapa jam. Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan kali pertama pada pukul 
21.30 Wib di gudang selip milik H. Asrofi kemudian pencurian yang kedua pukul 
24.30 Wib di gudang selip milik Muhammad Aminudin, sehingga peristiwa 
pidana tersebut berlangsung pada malam yang sama tetapi hari yang berbeda. 
Sehingga menurut penulis peristiwa pidana tersebut termasuk dalam perbuatan 
perbarengan (concursus realis).  
Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan 
memberatkan yang dilakukan berulang kali akan tetapi dalam kenyataannya 
Hakim hanya menjatuhkan vonis pidana penjara 11 bulan, karena Penuntut 
Umum hanya menuntut pidana penjara 1 tahun 1 bulan.  
Sehingga menurut penulis tuntutan yang didakwakan penuntut umum 
seharusnya lebih dari tuntutan yang didakwakan yakni lebih dari 1 tahun 1 bulan. 
Karena tindak pidana pencurian yang dilakukan memenuhi unsur-unsur 
pemberatan tindak pidana pencurian. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan 
tuntutan yang ringan dengan pertimbangan bahwa barang yang dicuri berupa 
kedelai yang berjumlah 8 karung kedelai dan kerugian yang diderita korban kecil 
yakni korban H. Asrofi menderita kerugian Rp. 4.000.000,- dan korban 
Muhammad Aminudin menderita kerugian Rp. 2.000.000,-. Terdakwa merupakan 
tulang punggung keluarga yang harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. 
Serta terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan menyesal atas 
perbuatannya. Menurut penulis tuntutan ringan Penuntut Umum tersebut 
merupakan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatannya. Bukan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan 
terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
Implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut Umum bagi 
penjatuhan vonis yakni tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal demikian 
dikarenakan Putusan Hakim 9 bulan sementara tuntutan oleh Penuntut Umum 1 
tahun 1 bulan. Sehingga tidak sesuai dengan ancaman hukuman tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Hakim tidak 
memberikan hukuman maksimal  karena tuntutan Penuntut Umum yang hanya 
menuntut 1 tahun 1 bulan. 
 Dituntut ringan oleh Penuntut Umum dengan tuntutan 1 tahun 1 bulan 
hukuman penjara dengan pertimbangan bahwa barang yang dicuri hanya berupa 
kedelai kerugian yang diderita korban kecil, terdakwa merupakan tulang 
punggung keluarga, serta terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan 
menyesal atas perbuatannya. Vonis ringan oleh Hakim dengan pidana penjara 11 
bulan tersebut sudah sesuai karena Penuntut Umum menuntut tuntutan yang 
ringan. 
 
 
BAB IV 
PENUTUP  
 
A.  Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Bentuk Dakwaan Penuntut Umum dalam 
Menyusun Konstruksi Hukum Perbuatan Perbarengan dalam Tindak Pidana, dapat 
ditarik kesimpulan : 
1. Bentuk dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam perkara Nomor 
22/Pid.B/2009/PN.TL merupakan dakwaan subsidaritas dengan pembuktian 
dakwaan dilakukan secara berurut yang dimulai pada dakwaan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang 
terbukti. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa mengandung unsur 
perbarengan perbuatan antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana 
yang kedua belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Perbuatan yang dilakukan 
terdakwa dipandang tindak pidana yang berdiri sendiri. Bentuk dakwaan yang 
diajukan penuntut umum adalah terkait dengan Pasal 65 KUHP yang mengatur 
bahwa tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan perbarengan 
perbuatan (concursus realis). Tindak pidana yang dilakukan terdakwa 
merupakan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang 
dilakukan dengan perusakan dan memenuhi unsur-unsur pemberatan.  
Penuntut umum mengajukan tuntutan Terdakwa Yuswandi bin Tambir 
dengan bentuk dakwaan subsidair :  
a) Primer  melanggar Pasal 363 ayat (2)  Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan 
ancaman hukuman paling lama 9 tahun. 
b) Subsidair  Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan 
ancaman hukuman paling lama 7 tahun. 
c) Lebih Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan 
ancaman hukuman paling lama 7 tahun. 
 xc 
Sehingga bentuk dakwaan yang dituntut Penuntut Umum Perkara Nomor 
22/Pid.B/2009/PN.TL menggunakan dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan 
subsidair yang diajukan penuntut umum dilakukan secara berurut dengan 
dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat 
sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan 
hingga dakwaan yang dipandang terbukti. 
2. Implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut Umum bagi 
penjatuhan vonis yakni tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal demikian 
dikarenakan Putusan Hakim 9 bulan sementara tuntutan oleh Penuntut Umum 1 
tahun 1 bulan. Sehingga tidak sesuai dengan ancaman hukuman tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Hakim tidak 
memberikan hukuman maksimal  karena tuntutan Penuntut Umum yang hanya 
menuntut 1 tahun 1 bulan. 
 
B.  Saran 
Penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Penuntut Umum dalam 
merumuskan bentuk surat dakwaan. Peristiwa pidana perbarengan diperlukan 
kecermatan menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan kaitannya dengan 
sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang 
bersangkutan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam 
tindak pidana concursus, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi 
pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada 
terdakwa 
2. Penerapan tuntutan pidana Penuntut Umum  seharusnya mengacu pada jenis 
concursus dan sistem pemidanaan yang harus digunakan dalam penentuan 
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 
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